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ABSTRACT  
The protection of songwriters' economic rights in the commercial use of music remains a 
significant issue within Indonesia’s copyright legal system. Differences in the interpretation 
of licensing mechanisms, royalty payments, and legal relationships among creators, 
commercial users, and royalty management institutions frequently create legal uncertainty. 
This study aims to analyze legal certainty regarding the economic rights of songwriters in 
the commercial use of music following the Constitutional Court Decision Number 28/PUU-
XXIII/2025 and to examine its implications for the protection of creators’ economic rights. 
This research employs a normative legal research method using statutory, case, and 
conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary 
sources analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that 
Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 strengthens legal certainty 
concerning the economic rights of songwriters by clarifying the obligation to respect 
economic rights in the commercial utilization of music. The decision also reinforces the 
protection mechanism through clearer licensing and royalty payment systems. Furthermore, 
it provides legal guidance for commercial music users, songwriters, and royalty management 
institutions in exercising their respective rights and obligations. Another implication is the 
enhancement of legal protection and justice for songwriters in obtaining economic benefits 
from their creative works. Therefore, the decision contributes to the establishment of a more 
certain, fair, and sustainable copyright protection system in Indonesia. 
Keywords: economic rights; songwriters; commercial use of music; legal certainty; 
copyright.  

 
ABSTRAK  
Permasalahan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara 
komersial masih menjadi isu penting dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Perbedaan 
penafsiran mengenai mekanisme perizinan, pembayaran royalti, dan hubungan hukum 
antara pencipta, pengguna komersial, serta lembaga pengelola royalti sering menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas 
hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji implikasinya terhadap 
perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 
pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 
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dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 
memberikan penguatan terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu dengan 
memperjelas kewajiban penghormatan terhadap hak ekonomi dalam penggunaan musik 
secara komersial. Putusan tersebut juga mempertegas mekanisme perlindungan hak ekonomi 
melalui sistem perizinan dan pembayaran royalti yang lebih jelas. Selain itu, putusan ini 
memberikan pedoman bagi pengguna musik komersial, pencipta lagu, dan lembaga pengelola 
royalti dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Implikasi lainnya adalah meningkatnya 
perlindungan hukum dan jaminan keadilan bagi pencipta lagu dalam memperoleh manfaat 
ekonomi atas karya cipta yang dihasilkannya. Dengan demikian, putusan tersebut 
berkontribusi dalam mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang lebih pasti, adil, dan 
berkelanjutan di Indonesia. 
Kata Kunci: hak ekonomi; pencipta lagu; penggunaan musik komersial; kepastian hukum; 
hak cipta. 

 
PENDAHULUAN  

Perkembangan industri musik di era digital telah membawa perubahan 
signifikan terhadap pola penciptaan, distribusi, dan pemanfaatan karya cipta musik. 
Kemajuan teknologi informasi memungkinkan karya musik diakses dan digunakan 
secara luas melalui berbagai media, baik dalam bentuk layanan streaming, 
pertunjukan publik, kegiatan komersial, penyiaran, maupun pemanfaatan di sektor 
usaha seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai bentuk kegiatan 
bisnis lainnya (Nadya, 2023). Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka peluang 
yang lebih besar bagi pencipta lagu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil 
kreativitasnya. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai 
persoalan hukum terkait perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama mengenai 
penggunaan musik secara komersial yang sering kali dilakukan tanpa izin atau 
tanpa pemenuhan kewajiban pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan (Kavitha et al., 2023). 

Dalam sistem hukum hak cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang 
diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat 
ekonomi atas penggunaan karya cipta yang dihasilkannya. Hak tersebut mencakup 
hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, menyewakan, 
mempertunjukkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik (Asmara et al., 
2023). Keberadaan hak ekonomi menjadi instrumen penting dalam memberikan 
penghargaan terhadap hasil kreativitas intelektual sekaligus menjamin kesejahteraan 
para pencipta. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ekonomi tidak hanya 
memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi 
para pelaku industri kreatif. 

Secara normatif, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 
ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak 
ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta 
dilarang melakukan penggunaan secara komersial tanpa persetujuan pihak yang 
berhak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia 
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menganut prinsip perlindungan yang kuat terhadap kepentingan ekonomi pencipta 
(Achwani et al., 2026). Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai 
persoalan terkait mekanisme pemberian izin, penarikan royalti, peran Lembaga 
Manajemen Kolektif (LMK), serta kepastian hukum bagi para pengguna musik 
komersial. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran 
mengenai siapa yang berhak menarik royalti, bagaimana mekanisme 
pembayarannya, dan sejauh mana tanggung jawab pengguna musik dalam 
memenuhi kewajiban hukumnya (Ramadhani & Tarina, 2023). 

Kompleksitas permasalahan tersebut semakin mengemuka setelah lahirnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang memberikan tafsir 
baru terhadap pengaturan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik 
secara komersial. Putusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam 
perkembangan hukum hak cipta di Indonesia karena memberikan arah baru dalam 
memahami hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, pengguna 
komersial, dan lembaga pengelola royalti (F. H. Ilham, 2026). Kehadiran putusan 
tersebut tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga menimbulkan 
implikasi praktis terhadap pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di 
lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai sejauh 
mana putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang 
terlibat dalam pemanfaatan karya musik secara komersial (Fazlia et al., 2022). 

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem 
hukum modern. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, 
konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap subjek hukum memahami hak dan 
kewajibannya. Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum menjadi prasyarat 
penting untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan 
kejelasan bagi pengguna musik komersial mengenai kewajiban yang harus dipenuhi 
(Nainggolan et al., 2022). Tanpa adanya kepastian hukum, pelaksanaan 
perlindungan hak cipta berpotensi menimbulkan sengketa, ketidakadilan, serta 
hambatan bagi perkembangan industri kreatif nasional. 

Kajian mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sebenarnya telah 
banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ahmad Fauzi mengenai tantangan penegakan hak cipta musik di platform digital 
menunjukkan bahwa sistem lisensi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya adaptif 
terhadap perkembangan teknologi digital sehingga diperlukan penguatan kolaborasi 
antara lembaga pengelola hak cipta dan platform digital. Penelitian tersebut juga 
menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum pengguna komersial menjadi 
salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak cipta (Pramanto, 2022). 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Siti Nurhaliza  yang mengkaji efektivitas 
Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan royalti musik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa distribusi royalti masih menghadapi berbagai kendala, seperti 
kurang meratanya distribusi pendapatan kepada pencipta, rendahnya transparansi 
laporan keuangan, serta perlunya digitalisasi sistem pengelolaan royalti untuk 
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan hak ekonomi pencipta 
(Akyuwen & Panjaitan, 2023). 
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Penelitian lain dilakukan oleh Budi Santoso  mengenai perlindungan hukum 
penggunaan musik komersial di sektor perhotelan dan restoran. Penelitian tersebut 
menemukan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan penggunaan 
komersial yang mengakibatkan tingginya potensi sengketa antara pengguna dan 
pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan formulasi regulasi yang lebih jelas 
mengenai mekanisme lisensi dan pembayaran royalti (Manumpak et al., 2025). 

Berbagai penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting dalam 
pengembangan kajian hukum hak cipta di Indonesia. Namun demikian, sebagian 
besar penelitian masih berfokus pada aspek perlindungan hak cipta secara umum, 
efektivitas lembaga pengelola royalti, penggunaan musik pada sektor tertentu, serta 
tantangan hukum akibat perkembangan teknologi digital. Penelitian-penelitian 
tersebut belum secara khusus mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu. 
Padahal, putusan tersebut merupakan perkembangan hukum terbaru yang 
berpotensi mengubah paradigma perlindungan hak ekonomi dalam sistem hukum 
hak cipta Indonesia. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan 
(research gap) terkait bagaimana putusan tersebut memberikan kepastian hukum 
bagi pencipta lagu dan pengguna musik komersial dalam praktik hukum 
kontemporer. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki orisinalitas yang 
terletak pada analisis terhadap kepastian hukum hak ekonomi pencipta lagu pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dengan menggunakan 
perspektif kepastian hukum dan teori keadilan. Berbeda dengan penelitian 
sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek perlindungan hak cipta secara 
administratif dan kelembagaan, penelitian ini berfokus pada interpretasi hukum 
yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap 
perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara 
komersial. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan 
analisis terhadap ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk 
menilai tingkat kepastian hukum yang dihasilkan oleh putusan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik 
secara komersial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 
serta mengkaji implikasi putusan tersebut dalam mewujudkan perlindungan hukum 
dan keadilan bagi pencipta lagu dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. 

 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan 
menganalisis kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta lagu terhadap 
penggunaan musik secara komersial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
28/PUU-XXIII/2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). 
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Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum 
sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin 
hukum yang relevan dengan hak cipta, kepastian hukum, dan teori keadilan. 
Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library 
research) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek 
penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta 
publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, 
terutama yang terbit dalam lima tahun terakhir. 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-
analitis. Analisis dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan 
evaluasi terhadap norma hukum yang mengatur hak ekonomi pencipta lagu serta 
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-
XXIII/2025 untuk memperoleh kesimpulan mengenai kepastian hukum dan 
perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara 
komersial. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kepastian Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu terhadap Penggunaan Musik Secara 
Komersial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
28/PUU-XXIII/2025 memberikan implikasi yang signifikan terhadap penguatan 
kepastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu atas penggunaan 
musik secara komersial. Putusan tersebut hadir di tengah berbagai perdebatan 
hukum mengenai mekanisme perizinan penggunaan lagu dan musik, kewajiban 
pembayaran royalti, serta hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, 
pengguna komersial, dan lembaga manajemen kolektif (Talahatu et al., 2023). Selama 
ini, praktik pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial sering kali 
menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap 
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta. Akibatnya, tidak sedikit sengketa yang muncul antara pencipta lagu dengan 
pihak pengguna musik yang merasa telah memenuhi kewajiban hukum atau bahkan 
menganggap tidak memiliki kewajiban untuk membayar royalti (Yulianti, 2025). 

Hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif yang melekat pada 
pencipta sebagai bentuk penghargaan negara terhadap hasil karya intelektual yang 
dihasilkannya. Dalam perspektif hukum hak cipta, hak ekonomi memberikan 
kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap 
penggunaan ciptaannya (Hapsari et al., 2023). Hak tersebut meliputi hak untuk 
memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, mempertunjukkan, 
mengomunikasikan, dan memberikan izin penggunaan karya kepada pihak lain. 
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Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan lagu atau musik yang menghasilkan 
keuntungan ekonomi pada dasarnya harus mendapatkan persetujuan dari pencipta 
atau pihak yang berhak serta memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku (Wardhani & Pranoto, 2022). 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
28/PUU-XXIII/2025, ditemukan bahwa Mahkamah berupaya memberikan 
kepastian hukum yang lebih kuat mengenai pelaksanaan hak ekonomi pencipta 
lagu. Putusan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi merupakan 
bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh 
negara. Mahkamah menempatkan pencipta lagu sebagai subjek hukum yang berhak 
memperoleh manfaat ekonomi secara layak dari setiap pemanfaatan karya yang 
dilakukan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Dengan demikian, setiap 
penggunaan musik yang menghasilkan keuntungan ekonomi tidak dapat dilepaskan 
dari kewajiban untuk menghormati hak-hak pencipta sebagaimana telah diatur 
dalam sistem hukum hak cipta nasional (Nugraha et al., 2022). 

Kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam perlindungan 
hak ekonomi pencipta lagu. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum 
merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. 
Hukum harus mampu memberikan aturan yang jelas sehingga masyarakat dapat 
memahami hak dan kewajibannya secara pasti (Hariri et al., 2023). Dalam konteks 
penggunaan musik secara komersial, kepastian hukum diperlukan untuk 
menghindari terjadinya multitafsir mengenai mekanisme lisensi, pembayaran 
royalti, maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hak ekonomi 
pencipta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 berupaya 
menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan penafsiran yang lebih jelas 
terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini menimbulkan perdebatan di 
kalangan praktisi maupun akademisi hukum (Aliansyah, 2022). 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi memperkuat penerapan prinsip lex certa dalam hukum hak cipta. Prinsip 
ini menghendaki agar suatu norma hukum dirumuskan secara jelas sehingga tidak 
menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Sebelum adanya putusan 
tersebut, terdapat berbagai pandangan mengenai siapa yang berwenang 
memberikan izin penggunaan musik serta bagaimana mekanisme pemungutan 
royalti dilakukan. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi merugikan pencipta 
lagu karena membuka peluang terjadinya penggunaan karya tanpa kompensasi 
ekonomi yang memadai. Melalui putusan tersebut, Mahkamah memberikan arah 
yang lebih jelas mengenai perlindungan hak ekonomi sehingga hak-hak pencipta 
memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat (Chandra et al., 2022). 

Dari sudut pandang teori hukum, kepastian hukum tidak hanya berkaitan 
dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi 
penerapan norma tersebut dalam praktik. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa 
kepastian hukum akan terwujud apabila aturan hukum tersedia secara jelas, 
diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam kaitannya 
dengan penggunaan musik secara komersial, keberadaan Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 menjadi instrumen penting untuk 
memperkuat konsistensi pelaksanaan hukum hak cipta. Putusan tersebut 
memberikan pedoman bagi para penegak hukum, lembaga manajemen kolektif, 
pelaku usaha, dan pencipta lagu dalam memahami hak dan kewajiban masing-
masing (Salma et al., 2023). 

Selain memberikan perlindungan kepada pencipta lagu, kepastian hukum 
juga memberikan manfaat bagi pengguna musik komersial. Kejelasan mengenai 
mekanisme lisensi dan pembayaran royalti akan membantu pelaku usaha 
menjalankan kegiatan usahanya tanpa khawatir menghadapi sengketa hukum di 
kemudian hari. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berfungsi 
melindungi pencipta, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan 
mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Hal ini menunjukkan bahwa 
perlindungan hak ekonomi pencipta dan kepentingan pengguna musik bukanlah 
dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara 
seimbang melalui sistem hukum yang jelas dan efektif. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 masih memerlukan 
dukungan regulasi teknis yang lebih rinci. Meskipun putusan tersebut telah 
memberikan arah penafsiran yang lebih jelas, implementasi di lapangan masih 
memerlukan pengaturan yang lebih operasional mengenai mekanisme lisensi, 
pengelolaan royalti, transparansi distribusi royalti, serta pengawasan terhadap 
lembaga pengelola hak cipta. Tanpa adanya regulasi yang memadai, tujuan untuk 
mewujudkan kepastian hukum dapat mengalami hambatan dalam praktik. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memiliki peran penting dalam memperkuat kepastian 
hukum hak ekonomi pencipta lagu terhadap penggunaan musik secara komersial. 
Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai perlindungan hak ekonomi 
sebagai hak yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang memanfaatkan karya 
musik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, putusan tersebut juga 
menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan hak cipta yang 
lebih adil, transparan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri 
musik di era digital. Melalui penguatan kepastian hukum tersebut, diharapkan hak 
ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi secara optimal sekaligus mendukung 
pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan di Indonesia. 
 
Penguatan Kedudukan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Sistem Hukum Hak 
Cipta Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi merupakan inti 
perlindungan yang diberikan oleh hukum hak cipta kepada pencipta lagu. Hak 
ekonomi tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh keuntungan 
finansial dari suatu karya cipta, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara 
terhadap kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks 
industri musik, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk 
menentukan bagaimana karya mereka digunakan, siapa yang dapat 
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memanfaatkannya, serta kompensasi yang harus diterima atas penggunaan tersebut. 
Oleh karena itu, keberadaan hak ekonomi menjadi instrumen penting dalam 
menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik dalam 
menikmati karya musik (Wijayanto, 2023). 

Pengaturan mengenai hak ekonomi dalam sistem hukum Indonesia telah 
memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencipta memiliki 
hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. 
Bentuk manfaat ekonomi tersebut mencakup berbagai aktivitas, seperti 
penggandaan, pengumuman, pendistribusian, pertunjukan, komunikasi, dan 
penyewaan ciptaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum hak cipta 
Indonesia tidak hanya berorientasi pada perlindungan moral pencipta, tetapi juga 
memberikan perhatian yang besar terhadap aspek ekonomi yang melekat pada 
suatu karya intelektual (Siswanta & Supriyanto, 2026). 

Dalam praktiknya, perlindungan hak ekonomi menjadi semakin penting 
seiring dengan berkembangnya industri kreatif dan teknologi digital. Musik tidak 
lagi hanya diperdengarkan melalui media konvensional, tetapi telah menjadi bagian 
dari berbagai aktivitas ekonomi modern. Lagu dan musik digunakan dalam layanan 
streaming, media sosial, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, 
transportasi publik, hingga berbagai bentuk promosi komersial. Luasnya ruang 
pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa karya musik memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta harus dilakukan 
secara optimal (Putra et al., 2025). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam 
perlindungan hak ekonomi adalah masih adanya anggapan bahwa penggunaan 
musik untuk kepentingan usaha tertentu tidak selalu memerlukan izin atau 
pembayaran royalti. Pandangan tersebut berkembang karena adanya pemahaman 
yang berbeda mengenai batasan penggunaan komersial dalam praktik. Akibatnya, 
banyak pencipta lagu yang merasa hak ekonominya belum terlindungi secara 
maksimal karena karya yang mereka hasilkan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa 
adanya kompensasi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
perlindungan normatif yang telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan 
belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran hukum yang memadai di masyarakat 
(Said, 2025). 

Dari perspektif teori kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi harus 
diwujudkan melalui aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten. 
Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu 
tujuan utama hukum karena memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat 
mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Dalam konteks hak cipta, kepastian 
hukum menjadi syarat penting agar pencipta memperoleh jaminan bahwa setiap 
penggunaan karya yang bersifat komersial akan menghasilkan manfaat ekonomi 
yang menjadi haknya. Tanpa adanya kepastian hukum, pencipta berpotensi 
kehilangan kontrol atas penggunaan karya serta kehilangan kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi yang seharusnya diterima (I. Ilham et al., 2023).  
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Lebih lanjut, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum tidak 
hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas 
pelaksanaannya. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hak ekonomi tidak 
hanya ditentukan oleh substansi Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga oleh 
konsistensi penerapan hukum oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, 
pemerintah, lembaga manajemen kolektif, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha 
memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan bahwa hak ekonomi 
pencipta dapat terlindungi secara efektif (Azzahra & Suryono, 2025). 

Selain memberikan perlindungan kepada pencipta, penguatan hak ekonomi 
juga memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan industri kreatif nasional. 
Keberadaan sistem perlindungan yang kuat akan mendorong pencipta untuk terus 
menghasilkan karya-karya baru karena mereka memiliki jaminan bahwa hasil 
kreativitasnya memperoleh perlindungan hukum (Apsari & sti Dharmawan, 2025). 
Sebaliknya, apabila perlindungan terhadap hak ekonomi lemah, maka motivasi 
pencipta untuk berkarya dapat menurun karena tidak adanya kepastian mengenai 
manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, perlindungan hak ekonomi 
bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individu pencipta, tetapi juga berkaitan 
dengan pembangunan ekonomi kreatif secara nasional (Sitohang & Surahmad, 2024). 

Dalam perspektif konstitusional, hak ekonomi pencipta juga merupakan 
bagian dari hak atas perlindungan dan pengakuan terhadap hasil karya intelektual 
sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional. Negara memiliki kewajiban 
untuk menciptakan mekanisme hukum yang mampu menjamin bahwa setiap 
pencipta memperoleh manfaat yang adil atas karya yang dihasilkannya. 
Perlindungan tersebut menjadi penting karena karya intelektual merupakan hasil 
investasi pemikiran, waktu, tenaga, dan kreativitas yang memiliki nilai ekonomi 
yang nyata (Nasrianti et al., 2025). 

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa kedudukan hak ekonomi 
pencipta lagu dalam sistem hukum hak cipta Indonesia memiliki posisi yang sangat 
strategis. Hak ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan 
hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 
bagi pencipta lagu. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan praktik yang berkaitan 
dengan penggunaan musik secara komersial harus diarahkan pada penghormatan 
terhadap hak ekonomi sebagai hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum. 
 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap 
Mekanisme Penggunaan Musik Secara Komersial 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
28/PUU-XXIII/2025 membawa perubahan penting terhadap tata kelola penggunaan 
musik secara komersial di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai 
instrumen penyelesaian sengketa konstitusional, tetapi juga memberikan arah baru 
dalam memahami hubungan hukum antara pencipta lagu, pengguna musik 
komersial, dan lembaga pengelola royalti. Kehadiran putusan ini menjadi penting 
karena sebelumnya terdapat berbagai perbedaan penafsiran mengenai mekanisme 
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penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial yang sering 
menimbulkan ketidakpastian hukum (Ardiansyah & Fuad, 2026). 

Salah satu implikasi utama dari putusan tersebut adalah semakin jelasnya 
kewajiban pengguna musik untuk menghormati hak ekonomi pencipta. Dalam 
praktik sebelumnya, masih ditemukan berbagai pelaku usaha yang menganggap 
penggunaan musik hanya sebagai pelengkap kegiatan usaha sehingga tidak 
memerlukan pemenuhan kewajiban tertentu terhadap pencipta lagu (Alzagladi et 
al., 2025). Pandangan tersebut menyebabkan munculnya berbagai sengketa 
mengenai pembayaran royalti dan perizinan penggunaan karya musik. Melalui 
putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat penegasan bahwa penggunaan musik yang 
memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna harus diikuti dengan penghormatan 
terhadap hak ekonomi pencipta (Arianty & WARDHANI, 2026). 

Implikasi lainnya terlihat pada penguatan fungsi lisensi sebagai instrumen 
hukum dalam penggunaan karya cipta. Lisensi bukan hanya merupakan bentuk izin 
administratif, tetapi merupakan mekanisme hukum yang menjamin adanya 
hubungan yang adil antara pencipta dan pengguna karya. Dengan adanya lisensi, 
pencipta memperoleh kepastian mengenai penggunaan karyanya, sedangkan 
pengguna memperoleh legitimasi hukum untuk memanfaatkan karya tersebut 
dalam kegiatan komersial (Sudjana, 2022). Oleh karena itu, putusan Mahkamah 
Konstitusi semakin mempertegas pentingnya lisensi sebagai instrumen 
perlindungan hak ekonomi dalam sistem hak cipta. 

Dari sisi kelembagaan, putusan tersebut juga berdampak terhadap peran 
Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Kedua 
lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam pengumpulan dan pendistribusian 
royalti kepada para pencipta (Mandala et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keberadaan lembaga pengelola royalti menjadi semakin penting setelah 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi karena mereka berperan sebagai 
penghubung antara pencipta dan pengguna musik komersial. Namun demikian, 
peningkatan peran tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan transparansi, 
akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan royalti (Eria, 2025). 

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan dampak terhadap upaya 
penegakan hukum hak cipta. Sebelum adanya putusan tersebut, masih terdapat 
perbedaan pendekatan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan 
penggunaan musik secara komersial. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, 
aparat penegak hukum memperoleh pedoman yang lebih jelas dalam menafsirkan 
dan menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta 
lagu. Kondisi ini diharapkan mampu mengurangi potensi konflik hukum sekaligus 
meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta (Usman et al., 2025). 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memiliki kontribusi yang signifikan dalam 
memperjelas mekanisme penggunaan musik secara komersial. Putusan tersebut 
tidak hanya memperkuat posisi hukum pencipta lagu, tetapi juga menciptakan 
pedoman yang lebih jelas bagi pengguna musik dan lembaga pengelola royalti 
dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, 
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putusan tersebut berpotensi menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem 
pengelolaan hak cipta yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan penguatan terhadap kepastian 
hukum hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan musik secara komersial. 
Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya musik yang 
bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi harus tetap menghormati hak-hak 
pencipta melalui mekanisme perizinan dan pembayaran royalti sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan ini turut memperjelas 
hubungan hukum antara pencipta lagu, pengguna musik komersial, dan lembaga 
pengelola royalti sehingga dapat meminimalkan perbedaan penafsiran yang selama 
ini menimbulkan sengketa. 

Lebih lanjut, putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap 
penguatan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencipta lagu. Melalui 
penegasan hak ekonomi sebagai hak yang harus dilindungi, pencipta memperoleh 
jaminan yang lebih kuat untuk menikmati manfaat ekonomi atas karya yang 
dihasilkannya. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-
XXIII/2025 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam mewujudkan sistem 
perlindungan hak cipta yang lebih pasti, adil, dan adaptif terhadap perkembangan 
industri musik di Indonesia.  
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